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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diatas penulis menyimpulkan 

bahwa Tindak pidana perkosaan bisa diselesaikan melalui alternavie dispute 

resolution, yakni melalui model tradisional village dengan melalui tahapan : 

1. Tahap Proses : 

 Adanya laporan. 

 Penyidik melakukan penyelidikan. 

 Mediasi pertemuan antara pihak korban, pelaku didampingi oleh Polisi 

dan Ketua adat. 

 Adanya kesepakatan damai. 

 Penyidik membutakan berita acara poerdamaian 

2. Tahap Hasil : 

 Hasil kesepakatan damai bersamaa dituangkan dalam berita acara 

perdamaian 

 Dan ditanda tangai para pihak untuk perdamaian 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis menyarankan bahwa untuk masa 

yang akan datang perlu diaturnya keberadaan ADR didalam RKUHAP. 
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